
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu. maka

dapatlah kiranya ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Adanya asas kesalahan ( culpabilitas ) kelalaian/kesengajaan dalam penjatuhan

pidana kepada korporasi yang pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan

penjatuhan pidana terhadap orang pribadi menentukan bahwa

pertanggungjawaban korporasi tersebut diberikan dua pertanggungjawaban

dalam sistem hukum pidanannya, yaitu pertanggungjawaban yang ketat ( strict

Liability ) dan pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ), yang

bertujuan agar pelaku pidana dalam korporasi dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya dihadapan hukum.

2. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban korporasi dalam sistem pidana

di Indonesia ialah faktor dari hukum atau undang-undang atau peraturan dan

penegak hukum atau pembuat dan penetap hukum. Hukum di Indonesia lebih

menjurus kepada orang pribadi dan bukan kepada badan hukum atau badan yang

bersifat organisator seperti korporasi sehingga hukumpun tidak bisa dengan

begitu saja dijatuhkan kepada korporasi. Begitupula dalam pertanggungjawaban

korporasi itu sendiri. Sedangkan penegak hukum yaitu penetap dan pembuat

hukum dalam menentukan hukuman memerlukan waktu, data, dan keahlian



dalam pendalaman perkara khususnya dalam kasus korporasi sedangkan

penegak hukum tersebut sudah memiliki banyak penanganan dan pemidanaan

kasus-kasus dalam perkara lain..

B. Saran

1. Peranan korporasi dalam bidang perekonomian dan semakin banyak pula terjadi

kasus-kasus yang melibatkan korporasi dalam kasus-kasus tersebut, maka

kiranya para pembentuk undang-undang dapat lebih mengantisipasi peranan

korporasi dalam tindak pidana ekonomi dengan membuat serangkaian peraturan

yang tegas terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korpotasi.

Misalnya dengan menjatuhkan pidana denda yang seberat beratnya dikarenakan

korporasi tidaklah mungkin dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan terkecuali

bagi pengurusnya.

2. Adanya faktor – faktor yang menghambat pertanggungjawaban korporasi dalam

sistem hukum pidana yang ada di Indonesia  bisa menjadi bahan evaluasi bagi

aparat penegak hukum  supaya dapat lebih cermat dalam  menentukan hukuman

yang tegas bagi perusahaan  atau korporasi agar mereka yang melakukan pidana

dapa mempertanggungjawabkan perbuatannya bagi korporasi itu sendiri dan

tidak membuat masyarakat semakin sengsara dan merasa teradili haknya.
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